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1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana 
Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2720); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6780);___ , 
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a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 
Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar 
Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan, Sungai dan 
Penyeberangan sudah tidak memenuhi keselarasan materi 
muatan dan sistematika penyusunan peraturan perundang 
undangan sehingga perlu dicabut: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 
2013 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota 
Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan, Sungai Dan 
Penyeberangan; 
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PERATURAN GUSERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
GUSERNUR KALIMANTAN SARAT NOMOR 46 TAHUN 2013 
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA 
DALAM PROVINS! KELAS EKONOMI DI JALAN, SUNGAI, DAN 
PENYESERANGAN 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 
tentang Besar Santunan dan Juran Wajib Dana Pertanggungan 
Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang 
Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut 
dan Udara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 276); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 
tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif 
Angkutan Penyeberangan (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1256); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780); 

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 
Nomor 5); 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2020 Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 
Nomor 11); 

12. Peraturan Gubemur Nomor 123 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata 
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat (Serita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 123). 
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Pasal 2 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat, 

Pasal 1 

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarif 
Angkutan Penumpang Umum Antar Kata Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan, 
Sungai dan Penyeberangan (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 
Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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